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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 09 Juni 1993,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang,
tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Jopang, 16 Juli 1990, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Berdagang, tempat
kediaman di Kecamatan Mungka, Kabupaten
Limapuluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2021
telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Payakumbuh dengan register Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 26
Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 16 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama, Kecamatan Payakumbuh xxxxx, Kota Payakumbuh,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 16 Agustus
2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di kediaman Tergugat di Kecamatan Mungka, Kabupaten
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Limapuluh Kota selama sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke Kota
Payakumbuh, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Penggugat dengan
Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan
karena;
4.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang menyakiti perasaan Penggugat;
4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul kepala
Penggugat hanya karena persoalan kecil;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama,
Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah
sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada 22 November tahun 2020 yang disebabkan
karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah, dan ketika Penggugat
menelpon Tergugat untuk meminta uang guna berobat, Tergugat marah dan
mengatakan menceraikan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat datang
tapi hanya duduk diluar dan tidak lama kemudian Tergugat pergi, sejak saat
itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sehingga
tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin, dan sejak itu pula antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah
kediaman orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat
sekarang tinggal dan menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat di
Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah
untuk Penggugat;
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9. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita
lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat berkesimpulan satu-
satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu, pekerjaan
berdagang, Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 800.000,-.
Penggugat memiliki Kartu Indonesia Sehat atas nama Penggugat nomor:
XXXXXXXXXXX dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari XXXXXxXxxxxxx Nomor:
xxx/15/SK-TM/KKA/PSL/I-2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx, tanggal
12 Januari 2021;
12. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara,
oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-
cuma (prodeo).
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil

kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2, Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.
Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan
yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar
menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 16 Agustus 2019,
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi pertama Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota

Payamumbuh Saksi mengaku ibu kandung Penggugat dan kenal dengan

Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri, menikah
tanggal 16 Agustus 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Kota Payakumbuh yang merupakan tempat tinggal
bersama terakhir dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap
nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat melakukan KDRT dengan
memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak
memberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi
adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
----------------------- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
------- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
menikah pada tanggal 16 Agustus 2019;
--Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh yang merupakan tempat
tinggal bersama terakhir dan belum dikaruniai anak;
-Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan
Tergugat, namun saksi sering melihat mata Penggugat bengkak habis
menangis saat datang ke rumah saksi mengadu, habis bertengkar
dengan Tergugat saksi melihat akibat pertengkaran tersebut antara
Penggugat telah pisah tempat tinggal;
-Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat kurang cukup dalam memberi nafkah
dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan
(KDRT) kepada Penggugat dengan memukul dan menampar
Penggugat;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 2 bulan bulan
lamanya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap
dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak
hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati
Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina
rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud
Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah sejak Mei 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
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disebabkan karena Tergugat sering tidak cukup memberi nafkah, Tergugat
sering menyakiti jasmani Penggugat dan sejak tanggal 22 Novemeber 2020
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2
bulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap
pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta
telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg
jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis
Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini,
yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2019 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Payakumbuh, serta pembuatannya
sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai
bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya
Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi
ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal
175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah
memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 309
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
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Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2
Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu kandung
dan ayah kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat
tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah dan Tergugat
suka mengkunsumsi narkoba dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai
saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 16 Agustus 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXX, Kota Payakumbuh;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran
karena Tergugat sering tidak cukup dalam memebri nafkah kepada
Penggugat dan sering menyakiti jasmani Penggugat;

- Bahwa selama berpisah sekitar 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat
tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami
istri;

- Bahwa pihak kerluarga sudah melakukan usaha untuk mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak
pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut
menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga
Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat
dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu
membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada
maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang
berbunyi:

Jas s Lg| I_,..S......I bI,JI,.S.u.n..I 02 oS1 515 Ol wilils Ses
u_g)S.ﬂ.u ,o_,.nJul..U J.l.) u\Sul M.,J_g ;35.3 iy

Artinya . "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menc:ptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir’;

Senyatanya tidak dapat direalisasikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam
rumah tangganya, andaipun ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang
demikian dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan
akan menimbulkan bahaya antara kedua belah pihak, baik Penggugat atau
Tergugat bahkan bagi keduanya, maka untuk menghindari hal tersebut Majelis
Hakim merujuk kepada Qaidah Fighiyah yang merupakan menjadi pendapat
Majelis yang tersebut dalam Kitab Al-Ashbahu wan Nadzooir halaman 62

sebagai berikut :

ool el s (e prdorwmleaolls,
Artinya : menghindar dari suatu bahaya Ilebih diprioritaskan daripada
mengharapkan kebaikan ;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan
perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan
kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya,
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Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang
lebih mengandung kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang
yang dekat Penggugat yaitu ibu kandung dan ayah kendung Penggugat, oleh
karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah
talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas,
gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,
maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat
dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari
gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan
Biaya Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan
Agama Payakumbuh tanggal 26 Januari 2021, Penggugat dibebaskan untuk
membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2021;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra  Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp269.000,- (dua ratus enam
puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama
Payakumbuh tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari tanggal 2 Februari 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami,
Mursyida, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs.
Irmantasir, M.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Deswita, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Drs. H. Surisman Mursyida, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti,

Deswita, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp ,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan | Rp 0,00
5. Redaksi Rp 0,00
6. Materai Rp_9.000,00
Jumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh

sembilan ribu rupiah);
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